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Abstrak 

Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan adat 

adalah hutan negara yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (MHA). Hal ini 

menimbulkan ketidakadilan dan kerugian besar bagi MHA. Dan jelas bertentangan 

dengan UUD 1945. Setelah Putusan Mahkamah Konstutusi Nomor 35/PUU-X/ 2012 

disebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah MHA, dan bukan lagi 

hutan Negara. Namun dalam kenyataannya masih banyak hutan adat itu tetap diklaim 

secara sepihak oleh Pemerintah. Pengembalian kedudukan hutan adat pasca Putusan MK 

Nomor 35/PUU-X/2012 sangat sulit dan berbelit harus melalui proses pengakuan 

bersyarat melalui Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal itu permasalahan yang dibahas 

adalah 1) Bagaimanakah kedudukan hutan adat sebelum adanya Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012? 2) Bagaimanakah pengembalian kedudukan hutan 

adat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012? 3) Bagaimanakah 

konsep pengelolaan hutan adat yang memberikan manfaat sosial dan pelestarian 

lingkungan hidup kedepan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. 

Pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan historical approach. Hasil 

penelitian menunjukkan, pertama, kedudukan hutan adat sebelum adanya Putusan MK 

35/2012 bahwa hutan adat pengelolaannya dikuasai sepenuhnya oleh Negara karena UUK 

Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan negara yang berada 

dalam wilayah MHA. Sebelum adanya Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, Pemerintah 

melalui Kementerian LHK belum pernah mengeluarkan Surat Keputusan Hutan Adat, ini 

terlihat jelas bahwa Putusan MK ini menjadi satu kekuatan hukum dalam pengakuan 

MHA dan Hutan Adatnya. Kedua, pengembalian kedudukan hutan adat pasca Putusan 

MK 35 Tahun 2012 masih terkesan lamban, karena persyaratan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah untuk pengakuan MHA dan Hutan adat sangat sulit dan berlapis antara lain 

pengakuan bersyarat Pasal 67 ayat (2) UUK, prosedur permohonan hutan adat Pasal 5 

ayat (2) Permen LHK Nomor P.21/2019, meskipun telah ada produk hukum peraturan 

daerah tentang pengakuan MHA, tidak serta merta pengembalian hutan adat dapat 

diperoleh. Ketiga, konsep pengelolaan hutan adat yang memberikan manfaat sosial dan 

pelestarian lingkungan hidup kedepan, Pengelolaan hutan adat di masa yang akan datang 

harus sejalan dengan arah pembangunan kehutanan di abad 21 yang telah bergeser dari 

orientasi ekonomi ke arah pembangunan kehutanan yang berorientasikan pada resources 

and community based development (Sumber Daya Pembangunan Berbasis Masyarakat). 

Membangun satu terobosan ―hutan kaya masyarakat kaya‖. Kata Kunci : Hutan Adat, 

Putusan MK 35/PUU-X/ 2012, Pengelolaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


